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Komitmen Indonesia dalam Ekonomi Hijau
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Agenda Pembangunan Pengesahan UUD Perpres No.98 tahun 2021
Berkelanjutan 2030 No.16 tahun 2016 | Tentang penyelenggaraan NEK untuk

17 SDCs yang mencakup
beberapa tujuan terkait dengan
aspek kelestarian lingkungan,
salah satunya adalah tujuan ke
13 berupa Aksi Iklim

pencapaian target kontribusi yang
diterapkan secara nasional dan
pengendalian emisi GRK dalam
pembangunan nasional, mengatur
dasar penyelenggaraan NEK.

Mengesahkan materi pokok dari
Paris Agreement dan penetapan
kontribusi nasional sebagai
komitmen implementasi

Nationally Determined “

Contributions (NDCs)
Setiap negara menyampaikan
rencana iklim mereka dalam aksi
iklim (NDCs), Indonesia memiliki
komitmen untuk menurunkan =
emisi CO2 pada tahun 2030
sebesar 29% dengan upaya
sendiri atau hingga 41% dengan
upaya bersama

Paris Agreement pada COP 21 |
Perjanjian ini mulai diberlakukan
; pada November 2016, dengan
tujuan untuk membatasi
& pemanasan global hingga di
PARIZO13 bawah 2, lebih baik hingga 1,5 |
o derajat Celcius, dibandingkan
dengan tingkat pra-industri

Ketiga komponen pembangunan berkelanjutan saling terkait secara multidimensional. Pembangunan ekonomi sebuah
negara, khususnya dalam negara berkembang, perlu mempertimbangkan ketiga komponen sebagaimana di atas. Dalam
hal ini, Indonesia telah menetapkan UU Nomor 16 Tahun 2016 yang mengesahkan materi pokok dari Persetujuan Paris
dan menetapkan kontribusi nasional sebagai komitmen implementasi.

Sumber: diadopsi dari UNEP (2012)



Kajian Literatur

Pemetaan Faktor Pengungkit Penerapan Ekonomi Hijau

Kebijakan dan Aktor dan
L= regulasi Entitas
GGGl and Institusi dan elzr:glc:glsan Pemberdayaan
AfDB kompetensi P manusia
dan pasar
PEER Ekonomi dan Teknis serta Kebijakan dan Jaringan dan Persepsi
pasar R&D regulasi modal sosial publik
Bappenas Pendanaan
Tata kelola z Pengembangan
GGGl Kelembagaan (regulasi) Teknologi SDM
Tata kelola
Perjan.jlan adap't:a\5| d.an Pembiayaan
Paris mitigasi
(regulasi)
LCDI Keadilan sosial

Berikut merupakan pemetaan faktor-
faktor pengungkit berdasarkan kajian
literatur. Selanjutnya, studi ini akan
berfokus pada tiga faktor pengungkit,
yakni 1) kebijakan dan regulasi; 2)
kelembagaan; dan 3) pendanaan. Ketiga
faktor pengungkit dipandang lebih
mampu dikendalikan, sehingga dapat
menjadi  alternatif = ranah  untuk
dilakukan intervensi guna mencapai
target pembangunan ekonomi
berkelanjutan ke depan.



Metodologi

Konseptualisasi Faktor Pengungkit

Regulasi

Efektivitas kebijakan
ekonomi hijau

Cakupan kebijakan
ekonomi hijau

Afirmasi kebijakan
ekonomi hijau

Ekonomi Hijau

Kelembagaan

Struktur dan fungsi
pemerintah

|
Komitmen pemerintah
|

Relasi pemerintah
dengan pemangku

kepentingan lain

Pendanaan

|
Komitmen pendanaan
|
Integritas pendanaan
|

Aksesibilitas pendanaan

Pemetaan terhadap proyeksi
skenario Ekonomi Hijau ke
depan didasari oleh penilaian
kualitatif yang dihasilkan dari
interpretasi data primer dan
sekunder yang dikumpulkan
melalui penyelenggaraan focus
group discussion, wawancara
mendalam, dan tinjauan
literatur. Penilaian dilakukan
kepada tiga variabel utama
selaku faktor pengungkit dengan

masing-masing indikator
pendukungnya yang diangga
memiliki dampa untu

merealisasikan Ekonomi Hijau
tangguh dan berkelanjutan.



Green Growth Index 2020
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Perlindungan SDA

Skor GGI Rerata Skor

Indonesia GGI Global

57,08 57,02

Kacamata Internasional: Indonesia menempati urutan
ke 58 di dunia dan urutan ke 9 di kawasan Asia.
® Cukup baik dengan skor GGI yang lebih tinggi
dibandingkan dengan rerata skor global maupun
kawasan.
® Peluang Ekonomi Hijau memperoleh penilaian
terendah dan jauh di bawah ambang batas - baik
Indonesia maupun global.
® Indonesia masih tertinggal pada aspek Inovasi
Hijau (0), Perdagangan Hijau (10,58), Pekerjaan
Hijau (25,3).

Green Economy Index

Indonesia 2020
—Indonesia
Lingkungan
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Skor GEI
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59,17

Kacamata Nasional: Pembangunan ekonomi
hijau Indonesia positif dengan peningkatan
12 poin dalam satu dekade terakhir.
® Dimensi Lingkungan menjadi dimensi
terendah.
® Terdapat 3 indikator berada di bawah
rerata: emisi GRK (37,8), degradasi
lahan gambut (29,1), bauran energi
terbarukan (28,9).

Lingkungan Sosial Tata Kelola

25% 25% 25% 25%

Kacamata Daerah: Indeks DSDB mencoba mengukur
daya saing berkelanjutan dari 365 kabupaten di
Indonesia mengacu pada empat pilar yang memiliki
porsi yang setara.
® Hasil penilaian menunjukkan daya saing
kabupaten secara umum berada pada level
sedang dengan kisaran skor 50,59 - 68,30 dengan
rerata nasional 52,57.
® Terlihat adanya ketimpangan yang cukup
signifikan antara kawasan barat dan timur
Indonesia.

Sumber: Green Growth Index Report 2020 (GGGI), Green Economy Index 2020 (Bappenas), dan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan 2020 (KKPOD)



Evaluasi Kebijakan Ekonomi Hijau
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Infrastruktur
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Perpres No 61/2015
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Energidan Manufaktur

Kelima
Sektor

UU No. 11/
2020 Cipta
Kerja

UU No. 7/2021 Harmonisasi
Peraturan Perpajakan

PP No. 22/2021 Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Perpres No. 98/2021 Penyelenggaraan Nilai
Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target
Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam
Pembangunan Nasional

Perpres No. 112/2022 Percepatan Pengembangan
Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik

D RUU EBT

Paris

ratifikasi

Indonesia  cukup

terakhir yan
Indonesia adalah RUU

regulasi van
Konektivitas g y

aktif
mengeluarkan regulasi dalam rangka
perkembangan

mengakselerasi
ekonomi hijau nasional.

Keterangan:
p:uu
p:rp

: Perpres
D: Rancangan

:Lainnya

Agreement,
dalam

Regulasi

akan dibentuk ~oleh

Energi Baru

Terbarukan yang saat ini masih dalam
proses diskusi bersama DPR. Dari
dikumpulkan, energi
dan sektor ekstraktif menjadi sektor

tertinggi yang dilengkapi oleh regulasi.



Efektivitas & Afirmasi Kebijakan Ekonomi Hijau
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Rekapitulasi Emisi dan Intensitas Tren Produksi dan Harga Batubara 2010-2021
Gas Rumah Kaca 2010-2019
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Sumber: diadopsi dari Bisnis Indonesia (2018), KLHK, Bank Dunia, Ourworldindata dan BP (2022)



Kelembagaan
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Pemetaan Regulasi terkait Ekonomi Hijau
Per Institusi

Pemetaan Regulasi terkait
Ekonomi Hijau Per Institusi

.-qu:- Bappena IT’\
@ © =8 8 Kemenko Ekon o
e ANl E50 ag mEnergi dan Sektor Ekstraktif  mManufaktur
Kemenko Marves 1%
2% m Konektivitas Sumber Daya Alam Terbarukan
z \ Kemenparekraf
Keminves/BKPM | 1% Pasar Sumber Daya Baru mKelima Sektor

Kemendagri

3%

3 o X KemPUPR 4 --ﬂ%:- “
I\uv[:ru\' Kemenkeu BKPM ‘3%— =0 .
& ;
bpdh Y { Kemtan - 30
fmm r'r:\.:l g:r \ KemenESDM
7 15
Bank Dunla  GCF |’-:i'\:.‘; .
Kemhub I -
4% / 0 - H = B = wm — [
KemPPN / - NS = © o o NS 2 < & <o +
4% S \lg/(oo \P;?“ (\Qe}\ eoé‘ @5(9 e’b <(S?Q z{(\\b@ @QQ “@\4 060@ L)@l? c’\‘_o é\cp
Kemkeu / <¥ + < +@5\ N2 N © < & F ‘\b
‘kg, 0(\ +cz, & @0 &
8% & S & 9
Kemperin @ E
8%

Dari segi proses bisnis, Bappenas dan KLHK menjadi dua K/L yang memainkan peran paling banyak
dibandingkan K/L lainnya. Bappenas terlihat dalam tahap perencanaan, penganggaran dan pendanaan,
dan pengawasan. Sementara itu, KLHK terpantau dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan.

Selanjutnya, dari segi asesmen terhadap instansi yang memprakarsai regulasi terkait Ekonomi Hijau,
diketahui tiga instansi yang paling banyak mengeluarkan regulasi dimaksud yakni KESDM, KLHK, dan
Kemenperin. Hal ini sejalan dengan hasil analisis pada bagian regulasi yang menunjukkan bahwa sektor
energi dan ekstraktif menjadi sektor yang memiliki jumlah peraturan paling banyak.

Dari segi anggaran untuk program perubahan iklim, KPUPR, Kemenhub dan Kemenperin menjadi K/L
dengan anggaran perubahan iklim paling tinggi dalam periode 2018 - 2020.

Sumber: diadopsi dari Roadmap NDC Adaptasi Perubahan Iklim (KLHK) dan BKF, Kementerian Keuangan



Pemetaan Peta Jalan terkait Ekonomi Hijau

OJK (15 Jan 2021)
Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia

2021-2025
Kemperin (16 Oktober 2021)
0 Peta Jalan Pengembangan Industri Kendaraan Bappenas (Agus 2022)
.E Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) AG4reer7 Ea;zorgy Index: Afite/o gorzvaro‘lg tg
= easure The Progress of Low Carbon reen
.'o Mewuju dkaiaggﬁgﬁéﬁgﬁ: Bappenas (Sep 2021) Economy in Infpnesia
) ) . Green Recovery Roadmap Indonesia 2021-2024:
L ool HTew el Inslopesia) P Building Back Better Low Carbon Development KESDM (2 September 2022)
E Jalan untuk Kebuakanz Post COVID-19 Peta Jalan Emisi Bebas Karbon Sektor Energi
7] Perencanaan, dan Investasi Kemenkeu (2021) Indonesia
- Indonesia Country Programme for the Green
OIJK (5 Des 2014) Climate Fund 0OIK (2022)
Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan ) Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0
di Indonesia 2015-2019 _ KLHK (Juni 2020)
Road Map Nationally Determined
Contribution (NDC) Adaptasi Kemenkeu (2022)
Perubahan Iklim Indonesia's GCF Country Programme Document

c
c
7)) Keterangan
O 3 g DEN (Proses Penyusunan)
n u - Peta Jalan Peta Jalan Transisi Energi Indonesia
8 3
o
5 - Lainnva KBUMN (Proses Penyusunan)
Q. ’ Yy Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Hijau dan

Transisi Energi



Pendanaan

Kebutuhan Pendanaan untuk Mencapai Target NDC 2030 Kinerja Anggaran Perubahan Iklim
Potensi Estimasi biaya Estimasi biaya Alokasi Anggaran Perubahan Iklim . Realisasi Anggaran Perubahan Iklim  —@= Porsi dalam APBN
Sektor Aktivitas penurunan (Rp triliun) *¥) (Rp triliun) **)
emisi *) (BUR 2) (BUR 2) (BUR 3) 140,00 7.0%
120,00 6,0%
100,00 = 50%
° Program konservasi dan S 80'00 250 4'0%
Kehutanan perlindungan hutan . = O ; 2,8% g
dan Lahan . Pencegahan kebakaran 506 juta ton CO2 | 77,82 303,01 t, 6000 3,0%
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ransportasi ) . .
° Investasi teknologi bersih
Alokasi Anggaran Adaptasi dan Mitigasi 2016-2021
Proses
Produksi dan | Mayoritas untuk industri semen ) s . .
Penggunaan | dan besi (80% investasi swasta) 275 juta ton CO2 [ 40,77 0,93 W Mitigasi Adaptasi W Co-Benefit
Produk (IPPU)
11,44
Pengolahan limbah cair dan padat ==
Limbah pada level industri maupun rumah | 11 juta ton CO2 30,34 185,27 c 4M ﬁ
tangga 5 72,39 ety
= 2,68
= 39,20
. Varietas padi rendah emisi v:cz1 33,30 89,04
° Efisiensi irigasi
Pertanian ) Utilisasi biogas 9 juta ton CO2 518 7,23
° Peningkatan kualitas
Suplemen ternak nse
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TOTAL 3.461,31 4.002,44

Total anggaran untuk perubahan iklim pada tahun 2021 mencapai Rp104,78 triliun, atau sekitar 3,8% dari total APBN. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya
yang sempat mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Alokasi anggaran perubahan iklim pada 2020 hanya berkisar diantara 2,8% APBN atau setara Rp77,81
triliun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa hingga saat ini isu perubahan iklim masih belum menjadi prioritas dibandingkan isu lain seperti pemulihan
ekonomi.

Sumber: BKF, Kementerian Keuangan



Ekosistem Pendanaan Ekonomi Hijau

Mengawasi i
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________ Regulator !
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{
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=

1

Luar Negeri
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é
Hibah

i

Pinjaman

®
Bantuan Teknis

|

i Penialud

”  Penghimpun

{
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— Country Platform

l

Type of
Facilities

SDG
Development
Facilitiest

SDG
De-risking
Facilities

SDG
Financing
Facilitiest

Intervention

[ Blended Finance

Implementasi dari concessional
loan bilateral dan muitilateral

Bisnis dan pengembangan produk
53 Donor Matching, untuk pembangunan
ﬁ':; yang dicanangkan
7 Bantuan teknis untuk meningkatkan
kesiapan proyek

Pengembangan pipeline untuk hibah
studi kelayakan

Leveraging Impact

Bekerja sama dengan donor/filantropi untuk
meningkatkan pengaruh dengan
skema co-granting

i Bekerjasama dengan universitas untuk
EliE memonitor dan menghitung dampak
dari suatu program

Bekerjasama dengan asosiasi pendanaan
pembangunanan seperti IDFC, AVPN, ADFIAP
dan ADFIMI

Output

1. Blended Finance Project

* 57 Proyek

* 50 Pembangunan

Proyek

* 7 Pendanaan Proyek

2. Ecosystem Enabler

« 46 Activities
@ « 42 Peningkatan kapasitas,
sesi diskusi dan business

C \ matching

* 4 Aktivitas dengan SDG

Center
3. Funds Mobilization

Komitmen
%
I @ Perjanjian
Pembayaran
4. SIO in Number

— * $1.20 Triliun

a/'\/' Nilai Proyek
o il

Outcome

3 550 termpat tidur
dan total area
.4,‘/\. rumah sakit
+-47.535 m2

-

4 sekolah dengan
31 kelas untuk
716 siswa

[
b 2000 keluarga

mendapatkan
akses ke air bersih

aQ

Studi 13,48 MW

energi terbarukan
power plants
berpotensi menghemat
+-15MAahun

] Penambahan area
pasar tradisional
& untuk 15.400m2
dan 172 kios

Potensi pengolahan
sampah +-365.000
tonfyear

n Potensi
O pengurangan emisi
+-5867 tCOZep/year

Sumber pendanaan terkait penanganan perubahan iklim pada dasarnya dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri dengan tetap

memperhatikan standar regulasi dari OJK (POJK Nomor 51) dan Kemenkeu. Pendanaan dalam negeri lebih lanjut dibedakan berdasarkan
asal dari: (1) APBN, atau (2) swasta yang berasal dari perbankan, green bonds, CSR, Filantropi dll. Pendanaan luar negeri dapat bersumber
dari berbagai kerjasama multilateral dan bilateral melalui hibah, pinjaman dan bantuan teknis yang dapat berasal dari lembaga

internasional, filantropi seperti: UNDP, GCF, GGGI, Uni Eropa, USAID, JICA, dll.



Studi Kasus Panas Bumi

Interaksi Aktor dalam

Lini Masa Regulasi terkait Panas Bumi dan Pembangunan Pengembangan Proyek Dieng 2

Permen ESDM No. 14/2015 Tata Cara

Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Permen ESDM No. 21/2017
Pengelolaan Limbah Lumpur dan

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berasal Dari Kegiatan Panas Bumi Pada Serbuk Bor pada Pengeboran Panas Perencanaan/Regulator . Pendanaan Pelaksanaan/Penyedia Data . Pengawas
Direktorat Jenderal Energi Baru, Bumi
UU No. 39/ 2009 4 Terbarukan, dan Konservasi Energi > Permen ESDM 23/2017 Tata Cara
Ketenagalistrikan Rekonsiliasi, Penyetoran Dan
PP No. 28/2016 Besaran dan Tata Cara Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi KLHK KESDM

Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi

Permen ESDM No. 36/2017 Tata

Permen ESDM No. 44/2016 Bentuk Dan > Cara Penugasan Survei
Tata Cara Penempatan Serta Pencairan Pendahuluan dan Eksplorasi Panas

. KEMENKEU ADB
PP No. 5/2021 Penyelenggaraan Perizinan Warga Lokal
Berusaha Berbasis Risiko
WALHI

Komitmen Eksplorasi Panas Bumi Bumi CT
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Permen ESDM No. 33/2021 Keselamatan dan BPBD Karang Taruna

UU No. 21/2014
Panas Bumi

Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas
Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung Mendukung

Permen ESDM No. 33/2018

Pengelolaan dan Pemanfaatan Data

dan Informasi Panas Bumi untuk
Pemanfaatan Langsung

Permen ESDM No. 37/2018 Penawaran

Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin

Panas Bumi, Dan Penugasan Pengusahaan
Panas Bumi

Permen ESDM No. 17/2014
Pembelian Tenaga Listrik Dari
PLTP Dan Uap Panas Bumi
Untuk PLTP Oleh PT Perusahaan
Listrik Negara (Persero)

Perpres No. 112/2022 tentang Percepatan
Pengembangan Energi Terbarukan Untuk
Penyediaan Tenaga Listrik

. PLTP Wyang
Windu Unit 3

PLTP Tulehu 2019 . PLTP Ungaran
2027

PLTP Ulumbu .
Unit 2 2011 &

PLTP Darajat
Unit 32007

PLTP Wyang PLTP Patuha
Windu Unit 2 2009 . 2014

Unit 32012 2015 PLTP Lumut Balai 2019 )
PLTP oo e PLTP Atadei 2027
Lahendong PLTP Songa Wayaua Keterangan:

Unit 5-6 2016

2027

) PLTP Kepahiang PP
PLTP Sibayak 2017 . 2027 - Perpres

puu
PLTP Ulubelu 2017 PLTP Tangkuban Perahu P> Permen
D
| B

PLTP Karaha 2018 2027 Komersialisasi PLTP

PLTP Oka Ille Ange Proyeksi Komersialisasi
2028 PLTP

Dari sisi regulasi, panas bumi sudah dilengkapi oleh regulasi sejak tahun 2003 dengan diterbitkannya UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang panas bumi yang
kemudian dimutakhirkan dan dilengkapi dengan regulasi turunan lainnya menyesuaikan kepentingan nasional di berbagai tingkatan. Selanjutnya, pelaksanaan
pengembangan proyek dapat terlaksana sehubungan dengan koordinasi yang cukup kuat antara GDE, Pemda Banjarnegara, Pemerintah Pusat terutama KESDM
dan Kemenkeu, serta ADB, CTF dan PT PII.



Tantangan

*  Regulasi yang diterbitkan belum
meningkatkan daya tawar sektor
Ekonomi Hijau secara komprehensif

*  Dinamika ketidakpastian payung
hukum dalam mengelola aktivitas
ekonomi hijau

*  Komitmen politik pemerintah dan
instansi berwenang dalam menegakkan
regulasi yang sudah diterbitkan

*  Koordinasi antar K/L terkait Ekonomi Hijau
*  Peran aktif K/L terkait yang masih terpusat
pada beberapa K/L

Minimnya kanal yang mampu menjembatani
interaksi pemerintah dan pemangku
kepentingan lain

Regulasi Kelembagaan /

~

*  Alokasi pendanaan Ekonomi Hijau yang
masih bersaing dengan isu ekonomi
lainnya

*  Masih lemahnya kepercayaan publik
terhadap instrumen-instrumen
pembiayaan energi hijau terbarukan

»  Keterbatasan transparansi proses
monitoring dan evaluasi pendanaan hijau

+  Keterbatasan kapasitas SDM

Pendanaan Tantangan geografis sebagai negara
kepulauan

+  Tantangan teknologi untuk
menyeimbangkan kapasitas produksi
dan transmisi

«  Kemampuan ekonomi masyarakat

* Keberadaan data yang berkualitas

/




VvV vV VvV YV

Pembahasan dan
Pengesahan RUU
EBT

Persiapan
penyusunan
RPP/RPerpres
terkait Tenaga Kerja
Hijau

Persiapan
penyusunan Inpres
terkait Percepatan
Pengembangan
Riset dan Inovasi
Teknologi Hijau

Persiapan
penyusunan
PP/Perpres Peta
jalan pentahapan
pelaksanaan Pajak
dan Pasar Karbon

>

Pengesahan
PP/Perpres
terkait Tenaga
Kerja Hijau

Pengesahan
Inpres terkait
Percepatan
Pengembang
an Riset dan
Inovasi
Teknologi
Hijau

Pengesahan
PP/Perpres
Peta jalan
pentahapan
pelaksanaan
Pajak dan
Pasar Karbon

Pengesahan
PP/Perpres
Peta jalan
pentahapan
pelaksanaan
Pajak dan
Pasar Karbon

Pembentukan
Satgas
Ekonomi Hijau

Pembentukan
Verifikator
inventarisasi
karbon

Forum Koordinasi
Pembahasan
Ekonomi Hijau

wyYy vVVY

Peningkatan
kapasitas SDM
terkait 5 sektor
utama ekonomi
hijau

Rekalibrasi SOTK-
Renstra K/L terkait
pemenuhan NZE &
Ekonomi Hijau

Pemberian mandat
pembentukan
kelembagaan
permanen Ekonomi
Hijau dari Presiden

Penerapan pajak
karbon tahap |

Penciptaan kanal
inventarisasi
karbon
terintegrasi
bersifat realtime

Penciptaan
endowment
fund R&D
Teknologi Hijau
Nasional

Konsentrasi
pendanaan di
sektor coklat
menurun

Penciptaan kanal
inventarisasi
investasi hijau
terintegrasi
bersifat realtime

Penerapan
pajak
karbon
tahap Il

Peningkatan
kapasitas SDM
terkait 5 sektor

utama ekonomi
hijau
Kelembagaan
Ekonomi Hijau
telah

terbentuk

Penerapan pajak
karbon tahap Il

Konsentrasi
> pendanaan di
sektor hijau

dominan

Peningkatan
endowment
fund R&D
Teknologi Hijau
Nasional

Kemitraan R&D
Teknologi Hijau

> Penguasaan 15-20%
dari rantai pasok

teknologi hijau
internasional

Konsentrasi
pendanaan di

sektor hijau
dominan

Keterangan:

’ Regulasi
’: Pendanaan

: Kelembagaan

’ Lainnya




Regulasi dan Kelembagaan

Tidak Efektif

Skenario Perencanaan Ekonomi Hijau

Pendanaan
Optimal

4 A

+ Ekologi hijau
terancam

+ Ekonomi Hijau
Tumbuh

* Relasi pemerintah
dan pelaku usaha
yang kuat namun
organisasi
masyarakat sipil

K|emah i j
=

* Ekologi hijau
terancam

+ Ekonomi hijau
stagnan

* Relasi yang lemah
antara pemerintah
dan pelaku usaha
yang diikuti oleh

lemahnya organisasi

\ masyarakat sipil

~

* Ekologi hijau terjaga

*  Ekonomi hijau
tumbuh

+ Relasi pemerintah
dan pelaku usaha
yang kuat diimbangi
dengan kuatnya
organisasi
masyarakat sipil

)
T

* Ekologi hijau terjaga

*  Ekonomi hijau
stagnan

* Relasiyang lemah
antara pemerintah
dan pelaku usaha
tetapi memiliki
organisasi
masyarakat sipil yang

Kkuat

Pendanaan
Tidak Optimal

Regulasi dan Kelembagaan
Efektif




Proyeksi Ekonomi Hijau

Indikator dan Posisi Ekonomi Hijau

Skoring
No. Variabel Indikator
2022 2024 2030 2045
Efektivitas kebijakan Ekonomi Hijau Rendah Moderat Moderat Tinggi
1 Regulasi Cakupan kebijakan Ekonomi Hijau Terbatas Parsial Ekstensif Sistematis
Afirmasi kebijakan Ekonomi Hijau Rendah Menengah Tinggi Menengah
Mulai
Struktur dan fungsi pemerintah Tersebar Terkoor- Terpusat Mapan
dinasi
Komitmen pemerintah Rendah Menengah Menengah Tinggi
2 Kelembagaan Relasi .
. N Relasi .
Relasi pemerintah- pemerintah- Relasi
Relasi pemerintah dengan pemangku pemerintah- pelaku pelaku pemerintah-
K ) lai pelaku usaha usaha erat, usaha dan pelaku
epentingan lain ada, kehadiran kehadiran cso usaha dan
CSO minim CsoO CSO erat
menguat
menguat
. Konsentrasi | Konsentrasi | Konsentrasi
Konsentrasi
) endanaan pepdanaan pendanaan pepdanaan
Komitmen pendanaan _bendal di sektor di sektor di sektor
tinggi di sektor 3 -
coklat hijau hijau
coklat 7 R
menurun dominan dominan
Terbuka,
Terbatas. fokus fokus mulai Terbuka, Terbuka,
Integritas pendanaan ' mengarah fokus pada fokus pada
pada output
pada outcome outcome
3 Pendanaan outcome
Komprehen
Parsial Ekstensif sif
Terbatas
e Akses Akses
Aksesibilitas pendanaan Aksesicukup mudah pnadaty mudah
mudah untuk untuk untuk
POV untuk sektor
sektor prioritas o semua seluruh
prioritas
tertentu A ort sektor sektor
prioritas Ekonomi
Hijau

2045

Kuadran Skenario Perencanaan Ekonomi Hijau

Regulasi dan
Kelembagaan Tidak
Efektif

Pendanaan
Optimal

e

/

N

030

>

2024

@

Pendanaan
Tidak Optimal

Regulasi dan
Kelembagaan Efektif
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